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Kepada Yth :
KETUA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
di-

Tempat

Dengan hormat, 

A. Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah

Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan

Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal

sebagai berikut:

Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  yang

menyatakan:

(3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan
oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau
mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
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Bahwa  berdasarkan  Pasal  41  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  yang

menyatakan:

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih
dan  termuat  dalam  daftar  pemilih  tetap  pada  pemilihan  umum  atau  Pemilihan
sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai

dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10,% (sepuluh
persen;

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
2.000.000  (dua  juta)  jiwa  sampai  dengan  6.000.000  (enam juta)  jiwa  harus
didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen;

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus
didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen;

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari
12.000.000  (dua  belas  juta)  jiwa  harus  didukung  paling  sedikit  6,5% (enam
setengah persen; dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi
dimaksud.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat

(7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15)

Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan
dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi
administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS;

(2) Verifikasi  administrasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a.
mencocokkan dan meneliti  berdasarkan nomor  induk kependudukan,  nama,  jenis
kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan
dan catatan sipil; dan b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri;

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota;

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan
atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat
dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi
faktual  paling  lambat  28  (dua  puluh  delapan)  Hari  sebelum  waktu  pendaftaran
pasangan calon dimulai;
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(5) Verifikasi  faktual  sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)  dilakukan paling lama 14
(empat  belas)  Hari  terhitung  sejak  dokumen  syarat  dukungan  pasangan  calon
perseorangan diserahkan ke PPS;

(6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan
metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon;

(7) Verifikasi  faktual  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5),  terhadap
pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon
diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor
PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung
tersebut;

(8) Jika  pasangan calon tidak dapat  menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi
faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak
memenuhi syarat;

(9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat
(7), dan ayat (8) tidak diumumkan;

(10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara
yang  selanjutnya  diteruskan  kepada  PPK  dan  salinan  hasil  verifikasi  disampaikan
kepada pasangan calon;

(11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk
menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu)
pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling
lama 7 (tujuh) Hari;

(12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU
Kabupaten/Kota  dan  salinan  hasil  verifikasi  dan  rekapitulasi  disampaikan  kepada
pasangan calon;

(13) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (12)  dipergunakan  oleh  pasangan  calon
perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan;

(14) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah
dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi
dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari;

(15) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi  diatur dalam
Peraturan KPU.

Bahwa berdasarkan pasal 5 PKPU Nomor 2 Tahun 2024 yang menyatakan:

Sebelum tahapan  pengumuman  pendaftaran  Pasangan  Calon  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan
calon perseorangan.
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C. Bahwa  sehubungan  dengan  Pelaksanaan  Tahapan  Pemenuhan  Persyaratan  Dukungan

Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi  Sumatera

Barat, sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU

Provinsinsi Sumatera Barat agar melaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan

Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan jadwal pada lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024

yaitu tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024 dan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih
 

             KETUA,

       ${ttd}

 

 

             A L N I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Arsip
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